
BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penjabaran dari bab II dan bab III diatas maka dapat disimpukan sebagai

berikut:

1. Peran justice collaborator sangat penting karena ia dapat membantu

penegak hukum dalam mengungkap kasus dalam tindak pidana khusus.

Beberapa negara seperti Jerman dan Belanda juga telah mengatur

mengenai justice collaborator. Namun, setiap negara memiliki aturan yang

berbeda-beda sesuai kebijakan negara masing-masing. Di Indonesia justice

collaborator terdapat dalam beberapa peraturan yaitu

a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi

dan Korban.

b. SEMA Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak

Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (justice

Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu dan

c. Peraturan Bersama Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011; Nomor PER-

045/A/JA/12/2011; Nomor 1 Tahun 2011; KEPB-02/01-55/12/2011;

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi

Pelaporan dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

2. Peraturan mengenai justice collaborator bertujuan untuk melindungi

pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap kejahatan terorganisir yang
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bersifat serius. Perlindungan tersebut dilakukan karena resiko yang harus

dihadapi justice collaborator cukup berat. Sehingga justice collaborator

berhak mendapatkan reward seperti:

a. Mendapat penanganan secara khusus seperti pemisahan tempat

tahanan, saksi pelaku yang memberikan kesaksian tanpa berharap

langsung dengan terdakwa;

b. Pemberian penghargaan terhadap kesaksian yang diberikan seperti

keringanan tuntutan termasuk menuntut hukuman percobaan, dan

pemberian remisi.

3. Kepastian hukum yang dapat diberikan agar tidak terjadi kekosongan

hukum mengenai pengaturan justice collaborator dalam tindak pidana

korupsi perlu ditinjau kembali peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Peraturan yang berlaku saat ini belum mengatur mengenai siapa

yang memiliki kewenangan untuk menetapkan seorang menjadi justice

collaborator. Sehingga perlu di lakukan pembaharuan hukum (legal

reform) agar dapat tercapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan

kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis temukan dari penjabaran

sebelumnya maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Kewenangan untuk menetapkan pelaku untuk menjadi justice

collaborator harus jelas sehingga hak dan kewajiban justice
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collaborator juga harus diperjelas sehingga pelaku juga mengetahui

segala resiko dan reward yang harus ditanggung.

2. Legal reform atau perbaikan hukum untuk peraturan yang telah

berlaku sebagai berikut:

a. Pasal 10 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

tantang Perlindungan Saksi dan Korban dirubah menjadi pasal 10

ayat (1), (2), (3).  Penambahan yang ada pada ayat (3) menyatakan

bahwa “ kewenangan untuk menentukan dan menetapkan saksi

menjadi saksi pelaku (justice collaborator) pihak yang melakukan

penyidikan.”

b. Pasal 10 A ayat (1), (2), (3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2006 tantang Perlindungan Saksi dan Korban dirubah

menjadi enam ayat yaitu  pasal 10 A ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6).

Perubahan ada pada ayat (1) yang menyatakan bahwa “keterangan

yang signifikan, relevan, dan andal yang dapat

dipertanggungjawabkan dan dibuktikan untuk mengungkap tindak

pidana khusus.”
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